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ABSTRAK 

 

Peneliti membuat judul penelitian yaitu Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang 

Melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Study Kasus Putusan 

Mahkamah Agung No. 480 K/Pdt. Sus/2012), dengan permasalaahan yang diteliti 

yakni: Bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan Apakah putusan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses eksekusi 

objek jaminan gadai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, menjelaskan, atau 

mengklarifikasi mengenai bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan 

apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan 

proses eksekusi objek jaminan gadai, berdasarkan peraturan Perundang – undangan 

yang berlaku. Dan manfaat penelitian ini, dapat memecahkan dan menyelesaikan 

masalah yang diteliti, dengan jalan mengemukakan fakta sesuai dengan keadaan 

hukum yang berlaku, kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan temuan yang 

berhubungan dengan fakta tersebut dan juga dasar hukumnya, dengan menemukan 

peraturan perundang – undangan yang berkaitan. Pendekatan dalam melakukan 

analisis ini, antara lain: Pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep, 

dan pendekatan kasus. Maka penelitian ini memperoleh suatu jawaban sebagai 

berikut: lelang yang telah melalui proses pengadilan, tidak dapat dibatalkan. 

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 1155 BW, maka memberikan jaminan 

kepastian hukum bagi kreditur untuk melelang objek gadai milik debitur yang 

wanprestasi, karena debitur tidak mau memenuhi kewajibanya dan mengabaikan 

peringatan yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan peran dan kewenangan BPSK 

hanya menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha 

sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Maka peneliti menyimpulkan bahwa BPSK tidak 

berwenang menangani permasalahan gadai antara debitur dengan kreditur, karena 

subjek hukumnya berbeda dan dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan gadai  adalah Pasal 1150 – 1160 KUHPer, Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/ PMK. 06/ 2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Dan Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah, dan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
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ABSTRACT 

The researcher makes the title of the research is Execution of Pawn Guarantee 

Objects Involving Consumer Dispute Settlement Agency (Case Study of Supreme 

Court Decision No. 480 K / Pdt Sus / 2012), with issues examined namely: How the 

execution procedure of the object of mortgage guarantee and Is the decision of the 

Agency Consumer Dispute Settlement may invalidate the execution process of a 

pledge object. The purpose of this study is to analyze, explain, or clarify about how 

the execution procedure of the pledge object and whether the decision of the 

Consumer Dispute Settlement Board may cancel the execution process of the pledge 

object, under applicable laws and regulations. And the benefits of this research, can 

solve and resolve the problem under study, by way of presenting the facts according 

to the prevailing legal circumstances, then drawing conclusions based on findings 

relating to that fact as well as the legal basis, by finding relevant legislation. 

Approaches in conducting this analysis, among others: Legal approaches, concept 

approaches, and case approaches. So this study obtained an answer as follows: 

auctions that have been through litigation, can not be canceled. Because based on the 

provisions of Article 1155 BW, it provides a guarantee of legal certainty for the 

creditor to auction the mortgage object of the debtor's default, because the debtor 

does not want to fulfill its obligation and ignores the warning given by the creditor. 

While the role and authority of BPSK only solve the problems between consumers 

and business actors as regulated in Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer 

Protection. So the researcher concludes that BPSK is not authorized to handle 

pawning issues between the debtor and the creditor, because the legal subject is 

different and the legal basis used to solve the pawn problem is Article 1150 - 1160 

KUHPer, Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia 

Number 27/ PMK. 06/ 2016 concerning Guideline for Implementation of Auction, 

Law No. 4/1996 concerning Land and Property Rights Related to Land and Law No. 

10/1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking . 
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